BAB1V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dalam bab terakhir ini, adapun yang dapat penulis simpulkan dari
skripsi ini berdasarkan hasil analisis tentang Sikap Politik Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah tahun 2010 Terhadap Rancangan Undang-Undang

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Pada Pengisian

Jabatan Gubernur dan Wakil gubernur DIY) adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 18 Desember 2010, DPRD Kabupaten Bantul mengadakan
rapat paripurna untuk menentukan sikap politik DPRD Kabupaten Bantul
terhadap RUUK Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pengisian jabatan
Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.

2. Dari isi pendapat fraksi-fraksi DPRD yang telah disampaikan, seluruh
fraksi secara tegas mendukung Kkeistimewaan DIY, dan mendesak
pemerintah dan DPRD RI untuk membentuk dan menyelesaikan Undang-
Undang Keistimewaan Yogyakarta dengan mendasarkan pada aspek
historis, filosofis, yuridis dan sosio politis Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Enam dari tujuh fraksi DPRD yaitu Fraksi Partai Golkar, PKS, PPP, PAN,
PDI dan Karya Bangsa menyampaikan bahwa Sri Sultan Hamengku
Buwono dan Sri Paduka Paku Alam yang bertahta ditetapkan menjadi
Gubemnur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan

satu fraksi yakni Fraksi Partai Demokrat khusus untuk pengisian jabatan
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Gubernur dan Wakil Gubernur belum secara tegas menyampaikan

pendapatnya.

Saran

Hasil dari penelitian ini dan analisis sikap politik DPRD Kabupaten

Bantul tahun 2010 terhadap RUUK DIY, terlebih pada pengisian jabatan

Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Penulis ingin memberikan masukan

pada DPRD Kabupaten Bantul terkait sikap politiknya yaitu sebagai

berikut:

1. Hasil Sikap politik DPRD Kabupaten Bantul terhadap Rancangan
Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta dalam pengisian jabatan
Gubernur dan Wakil Gubernur DIY yang telah diserahkan ke DPR-RI
agar dikawal sampai keputusan RUUK DIY disahkan sesuai
keinginan masyarakat Bantul.

2. DPRD Bantul harus tetap mempertahankan sikapnya untuk selalu
mendukung Keistimewaan Daerah lastimewa Yogyakarta, dan untuk
partai demokrat agar melakukan rapat konsolidasi internal partai lagi
guna memperjelas sikap fraksi partai demokrat untuk mendukung Sri
Sultan Hamengku Buwono dan Sri Paduka Paku Alam sebagai

Gubernur dan Wakil Gubernur DIY.
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